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Pokok masalah penelitian ini dibagi dalam beberapa submasalah atau
pertanyaan, yaitu; (1) Bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan tax amnesty
terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia? (2) Bagaimana tinjauan maqashid al-
syari’ah terhadap tax amnesty di Indonesia?
Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif dengan
pendekatan normatif dan sosiologis bersumber dari data primer dan data sekunder
Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,
dokumentasi, dan internet. Lalu tenik pengolahan dan analisis yang digunakan adalah
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tax amnesty tidak
memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya
pemanfaatan kebijakan tax amnesty dan persentase penambahan wajib pajak
meningkat dengan jumlah yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang
bekerja. Selain dari itu, kebijakan tax amnesty memberikan dampak positif terhadap
kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan berdasarkan meningkatnya jumlah
wajib pajak yang melakukan penyetoran SPT Tahunan. Selanjutnya dapat dilihat
bahwa kebijakan tax amnesty telah memenuhi apa yang dikehendaki maqashid al-
syari’ah berdasarkan kepada banyaknya kemashlahatan yang diperoleh dari
kebijakan tax amnesty bukan hanya untuk pemerintah melainkan juga bagi
masyarakat. Tax amnesty pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan
menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh
pemerintah atau kemashlahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan
hajiyyat bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.




Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki banyak
agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil
dan spiritual sehingga membutuhkan biaya pembangunan yang besar. Salah satu
sektor yang merupakan penggerak utama perekonomian bangsa ini yaitu
infrastruktur. Tak bisa dipungkiri pembangunan infrastruktur Indonesia masih jauh
dibandingkan dengan perkembngan negara tetangga. Kini pemerintah berusaha
mengejar ketertinggalan. Pembangunan infrastruktur terus di genjot di berbagai
daerah.
Gencarnya pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan dana yang sangat
besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mencapai Rp313,5 triliun. Angka ini naik
signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 yang hanya
sebesar Rp290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara
sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak
pernah tercapai, kecuali tahun 2011, bahkan kecenderungannya mengalami
penurunan (lihat Grafik 1.1).
2Grafik 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 - 2016
Sumber: APBN dan LKPP 2009 - 2016
Tren penurunan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak lepas dari akibat
kondisi perpajakan Indonesia yang mengalami banyak persoalan.1 Permasalahan yang
sering terjadi berkaitan dengan pemungutan pajak ini yakni masih banyaknya
masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain
masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan
(WP OP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih
cukup rendah.2
Permasalahan perpajakan juga menyebabkan banyak aset-aset orang Indonesia
(pengusaha dan pejabat) yang dilarikan ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak
1Rasbin, “Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia”, Majalah
Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 8, no. 08 (April 2016), h. 13-14.
2Ngadiman dan Daniel Huslin, “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kembangan)”, Jurnal Akuntansi 19, no. 2 (Mei 2015): h. 226
3rendah atau bebas pajak (tax haven country). Tax haven country yang menjadi favorit
pelarian aset-aset orang Indonesia adalah Kepulauan Virgin Britania Raya, Cook
Island, Delaware (Texas), dan Singapura, seperti yang dilaporkan dalam Panama
Papers. Aset-aset tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Pajak Tahunan (SPT). Pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak, perlu
menyikapi hal tersebut dengan membuat terobosan baru. Hal ini dimaksudkan agar
aset-aset yang dilaporkan dalam Panama Papers dapat kembali ke tanah air (dana
repatriasi) dan menjadi modal untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah
satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain
untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek,3 pemberian tax
amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini
parkir di perbankan negara lain.4
Pengampunan pajak atau amnesti pajak (bahasa Inggris: tax amnesty) adalah
sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk
membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban
membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan
masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika
otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dalam
beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan pengampunan pajak memberikan
3Rasbin, “Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia”, Majalah
Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 8, no. 08 (April 2016), h. 14.
4Ngadiman dan Daniel Huslin, “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kembangan)”, Jurnal Akuntansi 19, no. 2 (Mei 2015): h. 227
4hukuman yang lebih berat bagi pengampun pajak yang terlambat menjalankan
kewajibannya. Pengampunan pajak bermanfaat sebagai salah satu sumber kas negara
dari penerimaan pajak.5
Sebagaimana yang kita ketahui tax amnesty sedang marak dipercakapkan
dekade ini di Indonesia. Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya
beragama Islam. Islam dipahami sebagai agama Allah yang diturunkan kepada para
Rasul/Nabi sejak Adam as., sampai kepada Nabi/Rasul Muhammad saw., yang berisi
ajaran tentang tata cara hidup dan kehidupan umat manusia. Islam memuat ajaran
tentang tata hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, maka berarti
ajaran Islam berisi pedoman-pedoman pokok yang harus digunakan dan untuk
menyiapkan kehidupan yang sejahtera di dunia sekarang ini dan akhirat nanti.
Dengan demikian berarti bahwa ruang lingkup ajaran agama Islam itu luas sekali,
meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.6 Tidak saja aspek spiritual (ibadah
murni), tetapi juga aspek mu’amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum,
dan sebagainya. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang
bersumber  dari al-Qur’an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi,
seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan,
dan sebagainya.
5“Pengampunan Pajak”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak (20 Januari 2017).
6Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyanti, Ilmu Pendidikan ( Cet.1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991),
h.108-110.
5Kendati demikian, pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi
perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada
maqashid al-syari’ah. Maqashid al-syari’ah adalah jantung dalam ilmu ushul fiqhi,
karena itu maqashid al-syari’ah menduduki posisi yang sangat penting dalam
merumuskan ekonomi Islam. Tanpa maqashid al-syari’ah semua regulasi, fatwa,
produk keuangan, kebijakan fiskal dan moneter akan kehilangan substansi
syariahnya. Dengan demikian maqashid al-syari’ah adalah konsep paling utama
dalam syariat Islam.
Berbicara mengenai tax amnesty terhadap peningkatan wajib pajak, tidak
bisa diabaikan unsur maqashid al-syari’ah. Berangkat dari persoalan tersebut
peneliti tertarik untuk mengkaji kebijakan tax amnesty di Indonesia dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak ditinjau dalam bingkai maqashid al-syari’ah.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian dipandang perlu memberikan batasan-batasan tertentu
sebagai fokus yang ingin diteliti. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya
kesalahpahaman terhadap makna judul dalam penelitian ini, maka peneliti
menjelaskkan defenisi dari beberapa hal  sebagai fokus penelitian:
1. Tax Amnesty
Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak yang diberikan
pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak terutang, sanksi
adminstrasi, sanksi pidana perpajakan yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya
6atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana, dengan cara mengungkap harta
yang dimiliki dan membayar uang tebusan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Kepatuhan yang akan dibahas yaitu kepatuhan pendaftaran dan kepatuhan
pembayaran pajak.
3. Maqashid al-syari’ah
Maqashid al-syari’ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam
menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang
ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.
Penelitian ini memfokuskan kepada kebijakan tax amnesty dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak ditinjau dari aspek maqashid al-syari’ah.
C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawaban
melalui proses pengumpulan data.7 Dalam penulisan ini, data yang dimaksud adalah
informasi kepustakaan. Berangkat dari penjelasan tersebut, maka penulis
menguraikan beberapa rumusan  masalah  untuk menguatkan pengetahuan , antara
lain:
7Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet.
14; Bandung:  Alfabeta, 2012), h. 55.
71. Bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan
wajib pajak di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap tax amnesty di
Indonesia?
D. Kajian Pustaka
Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan
momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang
ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaiatan dengan pokok masalah yang
akan diteliti. Berangkat dari maksud di atas, maka penulis menguraikan beberapa
tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pokok penelitian ini.
1. Oleh Elizabeth Hilda Yuliani Leba: Dampak Pelaksanaan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktorat
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta).8 Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak
terhadap kepatuhan pendaftaran dan kepatuhan penyetoran pajak atas SPT
tahunan PPh kurang bayar di KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP DIY.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan
sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal
8Elizabeth Hilda Yuliani Leba, “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta), Skripsi (Yogyakarta: Program Studi
Akuntansi jurusan Akuntansi fakulltas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, 2016).
8ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak
dan presentase penambahan jumlah WPOP meningkat dengan jumlah yang
kecil. Penelitian ini juga menunjukkan kebijakan penghapusan sanksi pajak
memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT
Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah
WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang
Bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.
2. Oleh I Made Bagiada dan I Nyoman Darmayasa: Tax Amnesty Upaya
Membangun Kepatuhan Sukarela.9 Penelitian ini bertujuan untuk
membangun mekanisme tax amnesty yang mampu mewujudkan kepatuhan
sukarela. Paradigma postmodern digunakan dengan memasukkan nilai-nilai
yang selana ini termarjinalkan. Hasil penelitian mengajukan tax amnesty
menjadi suatu kebijakan yang didasarkan oleh niat yang tulus (Kama) untuk
meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang
dengan memberikan tarif tebusan  yang berlandaskan kebajikan (Dharma)
untuk menarik Artha WP dari luar negeri ke dalam negeri.
3. Oleh Mehmet Nar: The Effects of Behavioral Economics on Tax
Amnesty.10 Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan konsep psikologi
ekonomi dan kemudian sebagai subyek penelitian, menyelidiki efek dari
9I Made Bagiada dan I Nyoman Darmayasa, “Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan
Sukarela”, Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 5 (Makassar 12-14 Mei 2016).
10Mehmet Nar, “The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty”, International
Journal of Economics and Financial Issues 5, Issue 2(2015)
9pendekatan psikologi pada tax amnesty. Hasil penelitian menunjukkan efek
negatif praktik amnesty terhadap kepatuhan sukarela tidak dapat diabaikan,
sebab dapat membuat mereka akan memiliki kebiasaan selalu berharap pada
tax amnesty. Namun hasilnya akan positif jika tax amnesty dirancang dengan
baik dan tidak sering diterapkan. Selain itu, penting untuk menerapkan
diskriminasi positif bagi pembayar bagi pembayar pajak yang jujur.
Memberikan diskon pajak untuk wajib pajak yang membayar pajak secara
teratur, dapat dianggap sebagai “keadilan berasal dari ketidakadilan”
sebagian.
4. Oleh Rasbin: Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan
Di Indonesia11. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana repatriasi
yang bisa masuk ke Indonesia akibat kebijakan tax amnesty cukup besar.
Pemanfaatan yang efisien terhadap dana repatriasi akan berdampak positif
terhadap perekonomian nasional seperti tingkat kesempatan kerja, tingkat
pengangguran, daya beli masyarakat, dan lain-lain. Selain karena kebijakan
tax amnesty, dana repatriasi dapat kembali ke tanah air juga perlu dukungan
dari kondisi perekenomian dalam negeri yang kondusif. Seperti faktor
kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga
kerja tinggi, kesiapan infrastruktur, dan regulasi-regulasi pendukung lainnya,
diantaranya UU Lintas Devisa dan UU Repatriasi Modal.
11Rasbin, “Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia”, Majalah
Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol. 8, no. 08 (April 2016).
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5. Oleh Ngadiman dan Daniel Huslin: Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty,
dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan).12 Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sunset policy, tax
amnesty, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama
Jakarta Kembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sunset policy
berpengaruh negatif dan tidak signifikan.. Pengaruh negatif yang
ditunjukkan oleh sunset policy mengindikasikan bahwa apabila sunset policy
mengalami kenaikan maka angka kepatuhan formal wajib pajak akan
mengalami penurunan,begitupun sebaliknya. Sedangkan, tax amnesty dan
sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh tax amnesty mengindikasikan
bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan
wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya, dan
pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi pajak mengindikasikan bahwa
apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan
wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.
Dari beberapa penelitian tersebut, perbedaan penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian yang dilakukan Elizabeth
12Ngadiman dan Daniel Huslin, “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kembangan)”, Jurnal Akuntansi 19, no. 2 (Mei 2015).
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Hilda Yuliani Leba berfokus pada pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak
berdampak terhadap kepatuhan pendaftaran dan kepatuhan penyetoran pajak atas SPT
tahunan PPh kurang bayar. Kedua, penelitian yang dilakukan I Made Bagiada dan I
nyoman Darmayasa berfokus kepada dekontruksi kebijakan tax amnesty dengan
memasukkan nilai-nilai luhur masyarakat yang merupakan karakteristik Bangsa
Indonesia. Nilai luhur yang dimasukkan ke dalam logosentrisme RUU Pengampunan
asional (Tax Amnesty) adalah nilai luhur yang merupakan tujuan hidup Agama Hindu
yaitu Catur Purusha Artha. Dharma (kebajikan), Artha (kekayaan yang berdasarkan
Dharma), dan Kama (niat yang didasarkan oleh Dharma) untuk mewujudkan Moksa
(pencerahan) kedalam RUU Tax Amnesty. Ketiga, penelitian yang dilakukan Mehmet
Nar berfokus kepada efek dari pendekatan psikologis pada tax amnestyi. Ketiga,
penelitian yang dilakukan berfokus kepada menyelidiki efek dari pendekatan
psikologi pada tax amnesty yang kemudian memberikan efek negatif dan efek positif.
Keempat, penelitian yang dilakukan Rasbin berfokus pada dana repatriasi yang bisa
masuk ke Indonesia akibat kebijakan tax amnesty dan pemanfaatan yang efisien guna
pembangunan ekonomi. Kelima, penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Daniel
Huslin berfokus pada pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan
pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan.
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Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada kebijakan tax
amnesty dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak ditinjau dari aspek maqashid al-
syari’ah.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan diadakan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang
telah dibuat yaitu:
a. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan tax amnesty terhadap
kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
b. Untuk menganalisa tinjauan maqashid al-syari’ah terhadap tax amnesty di
Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan diadakan penelitian ini yaitu :
a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi
pengetahuan perpajakan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada,
khususnya mengenai dampak penerapan tax amnesty yang berlandaskan
maqashid al-syari’ah terhadap kepatuhan wajib pajak.
b. Bagi DJP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif berupa
saran seta evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksana kebijakan-kebijakan
perpajakan.
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c. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi wajib
pajak untuk memanfaatkan program tax amnesty sebagai bagian dari maqashid
al-syari’ah demi terwujudnya kemaslahatan.
d. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
memberikan kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pengampuna n pajak






Mengkaji teori maqashid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang
maslahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al-maqashid as-
syari’ah adalah kemaslahatan.1 Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan al-
maslahah dalam pengertian syari’ mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang
tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak
hamba. Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat al-Syatibi patut
dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu,
maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat. Di sini sebenarnya
dapat dipahami bahwa al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan dua
dlawabith al-maslahat (kriteria maslahat) sebagai batasan: Pertama, maslahat itu
harus bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya
tunduk pada hawa nafsu. Kedua, maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan
universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian juziyat-nya.2
Dia mengklasifikasikan maslahah menjadi dua bagian, maslahah dari
keberadaannya didunia dan dari aspek hubungannya dengan statemen shari’ah
(khitab shari’ah). Dalam kaitanya dengan keberadaanya didunia, maslahah berarti
1Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi, (Jakarta: Rajawali Press,
1996), h. 69.
2Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-
Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, Al-Iqtishadiyah 1,
no.1 (Desember 2014): h. 52.
15
sesuatu yang membicarakan penegakan kehidupan manusia dan pencapaian segala
sesuatu yang dianut oleh kualitas intelektual dan emosinya. Oleh karena itu dalam
dataran praktis, maslahah berhubungan erat dengan sesuatu yang lazim di masyarakat
yang disebut adat. Sedangkan dari aspek kedua, segala sesuatunya kembali lagi
keketentuan-ketentuan syari’ah. Dalam hal ini, apabila syari’at menuntut sesuatu itu
dikerjakan oleh manusia berarti maslahah dan apabila dilarang berarti mafsadah.3
Adapun menurut al-Ghazâlî, dijelaskan bahwa secara harfiah maslahah
adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki
dalam pembahasan maslahah ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi
melestarikan tujuan-tujuan syari’at. Sedangkan tujuan syari’at pada makhluk
mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.
Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar
ini adalah maslahah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-
prinsip ini disebut mafsadah dan menolak atas mafsadah adalah suatu maslahah.4
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa maslahah yaitu
mengambil segala bentuk kemanfaatan dan menolak segala yang dapat mendatangkan
mafsadat (kerugian)  dengan melestarikan tujuan-tujuan syariat.
3Sakirman, “Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syariah”, Palita: Journal of Social-
Religi Research 1, no. 1 (April 2016), h.20.
4Sakirman, “Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syariah”, Palita: Journal of Social-
Religi Research 1, no. 1 (April 2016), h.21.
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B. Teori Kepatuhan
Kepatuhan (bahasa Inggris: compliance) berarti mengikuti suatu spesifikasi,
standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh
lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.5
Kepatuhan menurut Aryobimo motivasi seseorang, kelompok atau organisasi
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perilaku patuh
seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.
Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam
hubungannya dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib
Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-
aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.6
Menurut Rahayu, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan
melaksanakan hak perpajakannya.”7 Lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi
dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan
pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki peng-
hasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas
5“Kepatuhan”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatuhan (6 April 2013).
6Chorras Mandagi, dkk, “Pengaruh Pemeriksaaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado”, Jurnal EMBA
2, no. 3 (September 2014): h. 1667.
7Ngadiman dan Daniel Huslin, “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Akuntansi 19, no.2 (Mei 2015): h. 229.
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waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang
ditetapkan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat Wajib
Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni se-suai
isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contohnya wajib pajak yang telah mengisi
SPT dengan benar sesuai dengan kondisi yang sebenar-nya.8
Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, menurut hemat penulis
kepatuhan merupakan perilaku mengikuti/melakukan peraturan yang telah ditetapkan
oleh lembaga atau organisasi yang berwenang di bidang tertentu. Kepatuhan dalam
perpajakan dapat dipahami sebagai perilaku atau ketaatan untuk melakukan
ketentuan–ketentuan atau aturan–aturan yang diharuskan dilaksanakan menurut
peraturan perpajakan.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 bahwa seorang
wajib pajak yang dikatakan memiliki kepatuhan pajak apabila memenuhi kriteria
berikut yaitu pertama, apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Kedua, tidak
memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali apabila telah memperoleh
izin untuk melakukan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Ketiga, laporan
keuangan diaudit oleh auditor independen atau lembaga pemerintah yang berwenang
melakukan pengawasan keuangan dan memperoleh pendapat wajar tanpa
pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Keempat, tidak pernah mendapatkan
pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan sudah ditetapkan
8Yenni Mangoting dan Arja Sadjiarto, “Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 15, no. 2, (November 2013): h. 108
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oleh putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap selama lima tahun
terakhir.9
Tingkat kepatuhan pajak bisa secara relatif obyektif ditentukan dan diukur
berdasarkan pendekatan operasional. Untuk bisa dikatakan ‘patuh’ ideal, seorang
wajib pajak setidaknya harus memenuhi empat kewajiban: "(i) to register for tax
purposes; (ii) to file tax returns on time; (iii) to correctly report tax liabilities; and
(iv) to pay taxes on time".10
C. Konsep Maqashid Al-Syari’ah
1. Pengertian Maqashid al-syari’ah
Maqashid al-syari’ah merupakan susunan dari dua kata yaitu maqashid dan
syariah, kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud yang artinya
keinginan, tujuan, dan kehendak. Maqshud sendiri merupakan derivasi dari kata
qashada yang berarti bermaksud atau menghendaki. Sedangkan kata syariah berarti
jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan. Sebagaimana yang
terdapat dalam QS.45: 18 yang artinya “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas
suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan
janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui” ayat tersebut
menunjukkan bahwa syariah diartikan sebagai agama.11
9Nur Asyiah Jamil,  “Efektivitas Penerapan Tax Amnesty di Indonesia”, Academica, vol.1,
no.1 (Januari-Juni 2017): h. 58.
10Arifin Rosid, “Kepatuhan pajak dan tax amnesty Definisi, kondisi, dan korelasinya di
Indonesia”, h.2.
11Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, Equilibrium 3, no. 2 (Desember
2015): h. 394-395.
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Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum
dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang
dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan
oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian
yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud
Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan
hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau
tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.12
Menurut Thahir Ibnu Ashur, maqashid al-syari’ah adalah makna-makna dan
hikmah-hikmah yang telah dijaga oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah
baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu
dari hukum syariah.13
Dari definisi tersebut, menurut hemat penulis inti dari maqashid al-syari’ah
ialah  kandungan nilai tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat
manusia.
2. Pembagian Maqashid al-syari’ah
Al-Syatibi membagi maqashid al-syari’ah menjadi tiga tingkatan, yaitu
dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. As-Syatibi juga menjelaskan korelasi antara
dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat sebagai berikut: Pertama, dharuriyat merupakan
12Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung 44, no.
118 (Juni-Agustus 2009): h. 119
13Ahmad ar-Raisuni, Nazhariyyat al-Maqashid ‘inda al-Imam ash-Shatibi, (Beirut: al-
Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992), h. 13
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dasar bagi hajiyat dan tahsiniyat. Kedua, Kerusakan pada dharuriyat akan berdampak
pada kerusakan hajiyat dan tahsiniyat. Ketiga, kerusakan pada hajiyat dan tahsiniyat
tidak berdampak kerusakan dharuriyat. Keempat, kerusakan pada hajiyat dan
tahsiniyat yang bersifat absolute terkadang berdampak kerusakan dharuriyat. Kelima,
pemeliharaan hajiyat dan tahsiniyat diperlukan guna pemeliharaan dharuriyat secara
tepat.14
a. Tingkatan Primer (Dharuriyat)
Definisinya adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga
kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam
keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi
ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:
1) Pertama memelihara agama; Agama atau keberagaman itu merupakan hal
vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara. Segala
tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu
pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat.15
2) Kedua memelihara jiwa; Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari
segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena
itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam
rangka jalbu manfaatin.16
14Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”, Equilibrium 3, no. 2 (Desember
2015): h. 395-396
15Amir Syarifruddin, Usul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 233.
16Amir Syarifruddin, Usul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 235.
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3) Ketiga memelihara akal; Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi
kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia
dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk
selalu memeliharanya.17
4) Keempat memelihara kehormatan/keturunan; Keturunan merupakan
gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan
itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Untuk memilihara
keluarga yang sahih itu Allah menghendaki manusia itu melakukan
perkawinan.18
5) Kelima memelihara harta; Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan
manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup.
Oleh karena itu, dalam rangka jalbu manfa’ah Allah menyuruh mewujudkan
dan memelihara harta itu.19
Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat
hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah
untuk memelihara lima pokok diatas.20 Tingkatan ini merupakan urutan secara hirarki
dalam arti al-din lebih tinggi dari apa yang ada dibawahnya, demikian seterusnya.21
17Amir Syarifruddin, Usul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 236.
18Amir Syarifruddin, Usul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 237.
19Amir Syarifruddin, Usul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 238.
20Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-
Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, Al-Iqtishadiyah 1,
no.1 (Desember 2014): h. 52
21Zul Anwar Ajim Harahap, “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan dan
Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam (W.660 H)”, Tazkir 9,
(Juli-Desember 2014), h. 180.
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b. Tingkat Sekunder (Hajiyat)
Hajiyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya
leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan
menimbulkan kerusakan atau kematian namun demikian akan berimplikasi adanya
kesulitan dan kesempitan.22 Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini.
Adanya hukum rukhsah (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam
terhadap kebutuhan hajiyat.23 Contoh dalam daf’u madharat umpamanya mengolok-
olok agama. Tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan agama, namun dalam
jangka jauh kalau tidak diantisipasi juga dapat menghancurkan agama itu sendiri.24
c. Tingkat tersier (Tahsiniyat)
Tahsiniyat adalah segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang
baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat islam menjadi umat yang
disenangi. Maka termasuk ke dalamnya adalah menjauhi sifat poya-poya, sifat pelit,
menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan
akhlaq yang terpuji.25
22Imam Syathibi, al-Muwafaqat., juz. II, h. 32.
23La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari’ah”, Asy-Syir’ah
Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 45, no. 2, (Juli-Desember 2011), h. 1259.
24Amir Syarifruddin, Usul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 240.





Ada beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh
para ahli, diantaranya:
a. Definisi pajak menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets dalam bukunya de Economische
Betekenis der Belastingen, 1951:
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma
umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi, yang dapat
ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual; maksudnya adalah untuk
membiayai pengeluaran pemerintah”.26
b. Leroy Beaulieu, dalam bukunya yang berjudul Traite de la Science des Finances,
1906:
“L’import et la contribution, soit directe soitdissimulee, qua La Puissance
Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du
Gouvernment”. Yang terjemahan bebasnya adalah: “Pajak merupakan
kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya dapat
dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas
barang untuk pembiayaan belanja negara.27
c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mendefinisikan pajak:
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat
imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong,
penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang
keuangan”.28
26Herry Purwono, Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, (Jakarta: Penerbit
Erlangga, 2010), h. 6
27Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis (Suatu Tinjauan tentang Kepastian
Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), Edisi Revisi,
Cetakan  keempat, 2005, h. 13
28Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.24
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d. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat”.29
Dari beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli
maupun yang terdapat dalam Undang-undang, menurut hemat penulis pajak adalah
iuran wajib rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa untuk membiayai
pengeluaran umum pemerintahan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas
jasa secara lansung.
2. Manfaat Pajak
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga,
perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos
pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak,
sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang
pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai
proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan,
sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang
yang berasal dari pajak.
Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa
aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan
29Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, “Belajar Pajak”, Situs Resmi DJP.
http://pajak.go.id/content/belajar-pajak (14 April 2012).
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sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah
yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan
untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga
membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu
UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan
penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang
jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi
budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi
pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi
kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik
dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.
Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat
dapat dikurangi secara maksimal.30
3. Fungsi Pajak
Pajak memiliki fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya
dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi Budgetair dan fungsi regulernd.
a. Fungsi Budgetair
Kata fungsi bermakna jabatan, faal, besaran, dan kegunaan. Namun,
pengertian yang palig tepat yang sering dipakai pada fungsi perpajakan adalah kata
30Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, “Belajar Pajak”, Situs Resmi DJP.
http://pajak.go.id/content/belajar-pajak (14 April 2012).
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kegunaan. Jadi, makna funsi pajak bila dilihat dari kata kegunaan itu lebih cenderung
kepada kegunaan pokok atau manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Manfaat pokok it
tergambar dari fungsi budgetair pajak yang merupakan fundgi utama pajak,
disamping fungsi pendukung, yaitu fungsi regulerend. Fungsi budgtair pajak, yaitu
fungsi dalam mana pajak yangdi gunakansebagai alat untuk memasukkan dana secara
optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakn yang berlkau. Disebut
fungsi utama karena fungsi  inilah yang secara historis pertama kali ttimbul.
Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai
berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.31
b. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)
Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk
mencapai suatu tujuan tertentu baik bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural
maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan
pajak dengan tarif yang tinggi atau sama sekali dengan tarif 0%.32
Fungsi mengatur yang ada pada fiskus biasanya diselenggarakan dengan:
1) Cara-cara umum; yaitu dengan mengadakan perubahan yang bersifat umum.
2) Cara-cara memberi pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau
pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada sesuatu tertentu.33
31Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, (cet. Kedua, Jakarta: Bumi Aksara , 2014),
h. 42
32H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 135
33H. Hamdan Aini, Perpajakani, (cet. Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 10-11
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4. Sistem Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan yang
menjadi alasan mengapa ada administrasi pajak. Hal ini diungkapkan oleh Alink dan
Kommer bahwa “Collection is the main objective of a Tax Administration and the
reason for its existence”.34 Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak dapat
menjadi 3 bagian yaitu :
a. Offocial Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
teutang oleh wajib pajak.
b. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak
terutang.
c. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan wajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
Dari ketiga sistem pemungutan pajak di atas yang paling sering digunakan
adalah Self Assessment system. Hal ini dikarenakan, sistem pemungutan ini
memberikan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak tentang
wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak
yang terutang, evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi
34Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan
Implementasi di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.106
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masyarakat dalam melakukan penghitungan dan penyetoran pajak berdasarkan
ketentuan pajak yang berlaku serta untuk kegiatan mengumpulkan iuran pajak Negara
yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan.35
E. Pajak dalam Islam
1. Kata “Pajak” dalam Al-Qur’an
Dari 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam al-Qur’an, tidak
ada satu pun terdapat kata “pajak”, karena pajak memang bukan berasal dari bahasa
Arab. Namun, sebagai terjemahan dari kata yang ada dalam al-Qur’an (bahasa Arab),
terdapat kata pajak, yaitu pada terjemahan QS Al-Taubah/9: 29. Hanya ada satu kali
saja kata “pajak” ada dalam terjemahan Al-Qur’an:
                    
                      
    
Terjemahnya:
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan
oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama
Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai
35Hairun Nisa, “Studi Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di
Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda”, eJournal Administrasi Negara 4, no. 3 (2016): h. 4229-
4230
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mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan
tunduk.36
Pada ayat itu, kata “jizyah” diterjemahkan dengan “pajak”. Misalnya terdapat
dalam kitab Al-Qur’an & terjemahnya oleh Departemen Agama RI terbitan PT.
Cordoba Internasional Indonesia. Walaupun demikian, tidak semua kitab
menerjemahkan kata “jizyah” menjadi “pajak”. Misalnya kitab Al-Qur’an &
terjemahnya oleh Departemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan
CV Diponegoro Semarang, kata “jizyah” dalam QS Al-Taubah/9: 29 tetap
diterjemahkan dengan “jizyah” saja.37
Mana yang paling tepat? Menurut Gusfahmi dalam bukunya Pajak Menurut
Syariah, ia mengatakan yang paling tepat adalah tidak menerjemahkan jizyah menjadi
pajak, namun lebih tepat menerjemahkan jizyah dengan padanan “upeti”, sebab pajak
lebih tepat disebut “dharibah”.
2. Definisi Pajak menurut Ulama
Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf
Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah, Gazy Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad
al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-
Amwal fi Daulah al-Khilafah, ringkasannya sebagai berikut:38
a. Yusuf Qardhawi berpendapat:
“Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus
disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi
36Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Cordoba Internasional
Indonesia), 2012, h. 191
37Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h. 27
38Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h. 31
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kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial,
politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara”.
b. Gazi Inayah berpendapat:
“Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh
pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya
imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si
pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara
umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.
c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:
“Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim untuk
membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang
diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta”.
Definisi yang diberikan oleh Qardhawi dan Inayah masih terkesan sekuler,
karena belum ada unsur-unsur syar’iyah didalamnya. Dua definisi tersebut hampir
sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh pajak non Islam.39
Definisi yang dikemukakan oleh Zallum terangkum lima unsur pokok yang
merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat,
yaitu:
1) Diwajibkan oleh Allah Swt.
2) Objeknya adalah harta (al-Maal).
3) Subjeknya kaum Muslimin yang kaya (ghaniyyun) saja, dan tidak termasuk
non-Muslim
4) Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
39Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h. 32
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5) Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus
segera diatasi oleh Ulil Amri.
Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan
negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:
a) Harus adanya nash (Al-Qur’an dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber
pendapatan dan pemungutannya.
b) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslimin dan non-Muslim.
c) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya
dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban
utama.
d) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.
Dengan definisi tersebut, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang
datang secara  temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan
sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul
Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan
hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan
mereka (kaum Muslim), sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah
datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.40
40Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2011, h. 32-33
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3. Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam
Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad saw. dipilih sebagai
seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah saw. mengeluarkan sejumlah kebijakan yang
berkaitan dengan penyelanggara hidup masyarakat, selain masalah hukum (fiqhi),
politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamaalah), masalah-
masalah ekonomi ummat menjadi perhatian Rasulullah saw. karena masalah ekonomi
adalah merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Sebagaimana
diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw. bersabda, “kemiskinan membawa orang
kepada kekafiran”. Maka upaya untuk mengentaskan kemiskinan merupakan bagian
dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah saw.41
Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw., berakar dari prinsip-
prinsip Qur’ani. Al-Qur’an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah
menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah (petunjuk) bagi umat manusia aktivitas
disetiap aspek, kehidupannya, termasuk dibidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling
mendasar adalah kekuasaan yang tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia
diciptakan sebagai Khalifah-Nya dimuka bumi.42
Pada masa pemerintahan Rasulullah, segala kegiatan yang dilakukan
berdasarkan keikhlasan yang merupakan bagian dari dakwah dan para sahabat tidak
meminta balasan material dari segala kegiatan mereka dalam dakwah tersebut.
41Amiruddin K, Dasar-dasar Ekonomi Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2014),
h.191
42Muslimin kara, dkk., Pengantar Ekonomi Islam, (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 22-
23
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Dengan adanya Perang Badar pada abad ke-2 Hijriah, negara mulai
mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan perang (ghanimah) yang disebut
denagn khums.43 Sumber Penerimaan pada masa Rasulullah dapat digolongkan
menjadi tiga golongan besar, yakni dari kaum muslim, dari nonmuslim, dan dari
sumber lain.44
Penerimaan dari kaum muslimin terdiri atas: zakat, ushr, zakat fitrah, wakaf
amwal fadhla, nawaib, dan shadaqah.
1) Zakat, yakni salah satu rukun Islam yang merupakan fardhu ‘ain atas tiap-
tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Hal ini mengadung dua fungsi
ibadah, yaitu beribadah secara individu dan juga melaksanakan ibadah
secara sosial bahkan keharmonisan.45
2) Ushr, yakni bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar
hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya
lebih dari 200 dirham.46
3) Zakat fitrah, yakni zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah
matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan
sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka
43Nurul Huda, dkk., Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), h. 156
44Nurul Huda, dkk., Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), h. 162
45Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.
134
46Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
h. 489
34
sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.47 Atau sejak awal
Ramadhan.
4) Wakaf Amwal Fadhla, yakni harta benda kaum muslimin yang meninggal
tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang
meninggalkan negerinya.48
5) Nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Muslim yang
kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat,
seperti yang pernah terjadi pada masa perang Tabuk.49
6) Shadaqah seperti qurban dan kafarat
Penerimaan dari kaum nonmuslimin terdiri atas: jizyah, kharaj, dan ushr
1) Jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim,
khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik,
kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer.50
2) Kharaj, yakni hak yang dikenakan atas lahan tanah yang telah dirampas dari
tangan kaum kuffar, baik dengan cara perang maupun damai. Apabila
perdamaian tersebut menyepakati, bahwa tanah tersebut adalah milik kita,
dan mereka pun mengakuinya dengan membayar kharaj, maka mereka harus
47Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,
2014), h. 284-285
48Nurul Huda, dkk., Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), h.161
49Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), Edisi ketiga, h. 48
50Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), h. 43
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menunaikannya.51Cara memungut Kharaj terbagi jadi dua jenis: Kharaj
menurut perbandingan (Muqasimah) dan kharaj tetap (Wazifah). Kharaj
menurut perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga
hasil itu. Sebaliknya, Kharaj tetap adalah beban khusus pada tanah sebanyak
hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj menurut perbandingan pada
umumnya dipungut pada setiap kali panen, sedangkan kharaj tetap menjadi
wajib setelah lampau satu tahun.52
3) Ushr, yakni bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar
hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya
lebih dari 200 dirham.53
Penerimaan dari sumber-sumber lain terdiri dari atas: ghanimah, fay, uang
tebusan, hadiah dari pemimpin dan negara lain, pinjaman dari kaum muslim dan
nonmuslim.
1) Ghanimah, yakni pendatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan
dalam peperangan. Distribusi hasil ghanîmah secara khusus diatur langsung
dalam Alquran surah al-Anfâl ayat 41. Empat perlima dibagi kepada para
prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan seperlimanya sendiri diberikan
kepada Allah, Rasul-Nya, karib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin
51Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,
(Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet.ke-7, h. 260
52Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima
Yasa, 1997), h. 250
53Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
h. 489
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dan ibnu sabil. Dalam konteks perekonomian modern, pos penerimaan ini
boleh saja menggolongkan barang sitaan akibat pelanggaran hukum antar
negara sebagai barang ghanîmah.54
2) Fay’i yakni seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan.55
Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, harta fay’ adalah pendapatan
Negara selain dari zakat. Jadi termasuk di dalamnya: kharâj, jizyah,
ghanîmah, Definisi ini lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi
kontemporer saat ini yang strukturnya cukup berbeda dengan keadaan pada
masa Rasulullah.‘usyur, dan pendapatan-pendapatan dari usaha komersil
pemerintah.56
3) Uang tebusan para tawanan perang, khususnya perang Badar. Pada perang
lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang, bahkan 6000
tawanan perang Hunain dibebaskan tanpa uang tebusan.57
4) Hadiah dari Pemimpin dan Negara Lain
5) Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukkan kota Makkah) untuk pembayaran
uang pembebasan kaum Muslimin dari Judhaima atau sebelum pertempuran
Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah bin
54Muh. Fudhail Rahman, “Sumber-sumber Pendapatan dan pengeluaran Negara Islam”.
Jurnal Al-Iqtishad 5, no. 2 (Juli 2013): h.245
55Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 103
56Muh. Fudhail Rahman, “Sumber-sumber Pendapatan dan pengeluaran Negara Islam”.
Jurnal Al-Iqtishad 5, no. 2 (Juli 2013): h.245
57Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2008), Edidi ketiga, h. 47
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Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari
Sofwan bin Umaiyah (sampai waktu itu tidak ada perubahan).58
Belanja pemerintah pada masa Rasulullah meliputi untuk hal-hal pokok yang
meliputi: biaya pertahanan negara, penyaluran zakat, dan ushr untuk mereka yang
berhak menerimanya, pembayaran gaji pemerintah, pembayaran utang negara serta
bantuan untuk musafir. Sedangkan untuk hal yang sifatnya sekender diperuntukkan
bagi: bantuan orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk para degelasi
keagamaan dan utusan suku, hadiah untuk pemerintah lain, atau pembayaran utang
orang yang meninggal dalam keadaan miskin.
Untuk mengolah sumber penerimaan negara dari sumber pengeluaran negara
maka rasulullah menyerahkannya kepada Baitul maal dengan menganut asas
anggaran berimbang (balance budget) artinya semua penerimaan habis digunakan
untuk pengeluaran negara (government expenditure). Dasar-dasar kebijakan fiskal
menyangkut penentuan subyek dan obyek kewajiban membayar kharaj, zakat, ushr,
jizyah, dan kafarat, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (nisab),
umur obyek terkena kewajiban (haul) dan tarifnya. Karena membayar zakat
merupakan wajib untuk umat Islam maka menghitung berapa besar zakat yang harus
dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan takwa (self
assessment).
58Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
h. 489-490
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Begitulah rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang
berlandaskan keadilan, sejak masa awal pemerintahan Islam. Setelah Rasulullah
wafat kebijakan fiskal itu dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh penerusnya.
F. Tax Amnesty
1. Pengertian Tax amnesty
Ada beberapa pengertian atau definisi tentang Tax amnesty yang dikemukakan
oleh para ahli, diantaranya yaitu:
a. Pengertian pengampunan pajak dalam Wikipedia:
“Pengampunan pajak atau amnesti pajak (bahasa Inggris: tax amnesty) adalah
sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk
membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban
membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan
dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini
berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode
sebelumnya. Dalam beberapa kasus, undang-undang yang melegalkan
pengampunan pajak memberikan hukuman yang lebih berat bagi pengampun
pajak yang terlambat menjalankan kewajibannya. Pengampunan pajak
bermanfaat sebagai salah satu sumber kas negara dari penerimaan pajak”.59
b. Jacques Malherbe mengartikan tax amnesty seperti berikut ini:
“the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount
of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax
prosecution, and limitations to audit tax determinations for a period of
time.”60 Yang terjemahan bebasnya adalah: “Kemungkinan membayar pajak
dalam pertukaran untuk pengampunan dari jumlah kewajiban pajak (termasuk
bunga dan denda), pengabaian penuntutan pidana perpajakan, dan
keterbatasan audit penentuan pajak untuk jangka waktu tertentu.”
59“Pengampunan Pajak”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak (20 Januari 2017).
60Jacques Malherbe dkk,, “Tax Amnesties in the 2009 Landscape”, Bulletin for
International Taxation, (April 2010), h.224
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c. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.11 tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak:
“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,
dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini”.
Dari beberapa definisi tentang Tax amnesty yang dikemukakan oleh beberapa
ahli, menurut hemat penulis Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak
yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak terutang,
sanksi adminstrasi, sanksi pidana perpajakan yang berkaitan dengan masa pajak
sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana, dengan cara
mengungkap harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan.
2. Objek Tax Amnesty
Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan
sampai tahun pajak berakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh
wajb pajak yang terpresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT
PPh terakhir. Yaitu kewajiban Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kewajiban perpajakan
selain PPh, PPn, dan PPnBM bukan merupakan objek pengampunan pajak.61
3. Tujuan Tax Amnesty
Tujuan PengampunanPajak yaitu:
61Luqman, “Subjek dan Objek Pengempunan Pajak” http://kringpajak.com/subjek-dan-
objek-pengampunan-pajak/ (3 Agustus 2916)
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a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan
Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas
domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan
peningkatan investasi.
b. Mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang lebih
berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid,
komprehensif, dan terintegrasi.
c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk
pembiayaan pembangunan.62
4. Subyek Tax amnesty
Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi
b. Wajib Pajak Badan
c. Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan
(UMKM)
d. Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak63
5. Fasilitas Tax Amnesty
Fasilitas Amnesti Pajak yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti
program Amnesti Pajak antara lain:
62Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, Situs Resmi DJP,
http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak
63Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, Situs Resmi DJP,
http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak
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a. penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM),
sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan
pajaknya;
b. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan
pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana
di Bidang Perpajakan; dan
e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan
serta saham.64
6. Sanksi-sanksi
a. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta
bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan
dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan;
b. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan
adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta
dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai
64Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, Situs Resmi DJP,
http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak
42
pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan
sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
c. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan
adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta
dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai
pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.65






Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada
hakekatnya, penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan
kehidupan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran
mereka tentang dunia mereka.1 Dalam penelitian kualitatif peneliti lebih dekat dengan
objek penelitian yang akan didalami.
Dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan secara cermat tinjauan maqashid
syariah terhadap tax amnasty dalam meningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai
pendekatan mendobrak pemikiran kapitalisme, merupakan tawaran sebagai salah satu
pendekatan dalam kajian Islam, dan disiplin ilmu lainnya, terutama pada pemikiran
ekonomi Islam, seperti dalam tulisan ini.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan
sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks-teks al-
Qur’an yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti
melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok,
lembaga atau masyarakat. Peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai
instrument, mengikuti data dalam berupaya mencapai wawasan imajinatif kedalam
1Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 5.
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dunia responden, penelitian diharapkan fleksibel dan reflektif, tetapi tetap mengambil
jarak.
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif
yang merupakan data-data yang disajikan dan mengandung makna. Sedangkan
sumber data yang digunakan yaitu bersumber dari:
1. Data primer.
Data Primer yaitu semua bahan yang bersumber langsung/asli dari sumber
pertama yang membahas masalah yang dikaji. Data primer diperoleh penulis
langsung melalui wawancara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti
untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat
subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap
suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Informan dari
penelitian ini adalah:
No INFORMAN BIDANG PEKERJAAN
1 Ibu Umi Cholifah Akademisi di Bidang Perpajakan
2 Bapak Dedy Tokoh Masyarakat
3 Bapak Masrur Pegawai Direktorat Jendral Pajak
4 Bapak Supratman Konsultan Pajak
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2. Data sekunder
Data sekunder yaitu semua bahan tertulis yang berasal tidak langsung/asli dari
sumber pertama yang membahas masalah yang dikaji. Data sekunder pada umumnya
berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Apabila dikelompokkan berdasarkan sumbernya, mayoritas jenis data yang
disajikan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dimana data tersebut tidak
penulis peroleh langsung dari sumbernya, melainkan disarikan dari berbagai macam
literatur, antara lain media massa, media cetak, media internet, laporan dari berbagai
lembaga, dan terutama undang-undang mengenai perpajakan (studi literatur).
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis
untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik
pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan cara.
Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang
ingin dipecahkan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:
1. Wawancara
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik
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tertentu.2 Keunggulannya ialah memungkinkan peneliti mendapatkan jumlah data
yang banyak, sebaliknya kelemahannya ialah karena wawancara melibatkan aspek
emosi, maka kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancari sangat
diperlukan.
2. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang
diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat
mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.
Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam
penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan kajian pustaka dalam
menjawab rumusan masalahnya.
3. Internet.
Banyaknya institusi atau personal yang menyimpan data mereka pada server-
server yang dapat dimanfaatkan melalui internet sangat memudahkan dalam
mengakses data yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan, seperti
efektivitas pengalokasian anggaran serta hal-hal yang berkaitan dengan anggaran.
Data yang menjadi fokus penelitian ini data berupa Jurnal-jurnal.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti sendiri.
Instrumen penelitian yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian adalah
2Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 72
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instrumen wawancara dan dokumentasi. Setelah fokus penelitian menjadi jelas
barulah instrumen penelitian sederhana dikembangkan, yang diharapkan dapat
digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas dan mempertajam
serta melengkapi data hasil wawancara dan dokumentasi.
Dalam mengumpulkan data-data, peneliti membutuhkan alat Bantu (instrumen
penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 alat bantu, yaitu:
1. Pedoman wawancara
Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak
menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan
tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.
2. Alat Perekam
Alat perekam berguna Sebagai alat Bantu pada saat wawancara, agar peneliti
dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk
mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru
dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat
tersebut pada saat wawancara berlangsung.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai tax
amnesty dalam konsep ekonomi islam, apakah mengandung maslahah dan sesuai
dengan maqashid syariah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
48
adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman.
Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interakif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap
tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas
analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.3
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat
secara teliti dan rinci, untuk itu diperlukan adanya proses reduksi. Mereduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dengan
jelas akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi
data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan
kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang
memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola
hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.
3Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 207-208
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Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan dalam
penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif. Dengan menyajikan data yang telah
direduksi, maka akan memudahkan untuk memahamai apa yang terjadi,
merencanakan program kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)
Penarikan kesimpulan yang mencakup verifikasi terhadap kesimpulan atas
data yang di analisis agar lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan awal
yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan
bukti-bukti yang kuat yan g mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,
karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti
berada di lapangan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji
validasi dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reabilitas sering
dinamakan Kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil
penelitian kualitatif memiliki bermacam-macam cara pengujian kredibilitas data
antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan
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dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan
member check.
Dengan melihat pemahaman pengumpulan data sebelumnya yang
memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka peneliti
menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data. Dalam penelitian
kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang
peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan
kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang berhubungan
dengan penelitian sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin. Dengan
demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan
waktu.
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut Patton,
triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
dalam penelitian kualitatif.4
2. Triangulasi Teknik
4Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 29
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Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu
Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih
valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data
dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau
teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber.
Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu




A. Sejarah Tax Amnesty di Indonesia
Sejak kapan tax amnesty itu dikenal di Indonesia? Tercatat bahwa Sejarah tax
amnesty di Indonesia dimulai pada tahun 1964, yaitu pada era Soekarno. Kemudian
pada 1984 yaitu pada era Soeharto. Tax amnesty juga kembali diberlakukan tahun
2016 era Jokowi. Sejarah tax amnesty di Indonesia masing-masing punya cerita,
punya masing-masing latar belakang.
1. Sejarah Tax amnesty di Indonesia Tahun 1964
Sejarah tax amnesty di Indonesia dimulai pada tahun 1964 atau 20 tahun
setelah Kemerdekaan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait
pengampunan pajak (tax amnesty) ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi,
melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Sejarah tax
amnesty tahun 1964 ini berakhir pada 17 Agustus 1965. Saat itu, Penjelasan oleh
Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta Drs Hussein Kartasasmita yaitu, sampai bulan Juli
Tahun 1965, jumlah dana yang diterima dari tax amnesty hanya sejumlah Rp 12
miliar. Jumlah tersebut sama jumlahnya dengan penerima dana SWI (Sumbangan
Wajib Pajak Istimewa) Dwikora. Hal ini dianggap sangat aneh karena memang
seharusnya penerimaan dana dari tax amnesty lebih besar jika dibandingkan dengan
dana pungutan SWI Dwikora. Sejarah tax amnesty mencatat, rendahnya pemasukan
dari dana hasil Tax amnesty ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lainnya,
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yaitu diantaranya Gekerev dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya
bayar pajak para wajib pajak.
Target dana yang diterima dari tax amnesty ini untuk wilayah Jakarta sendiri
berjumlah Rp 25 miliar. Namun ternyata, dana dari tax amnesty yang masuk baru
setengahnya. Sehingga Presiden/Panglima Besar mengeluarkan keputusan yaitu,
NO.53/Kotoe Tahun 1965 yang isinya memperpanjang masa tax amnesty, yang
awalnya dalam Perpres No.5 Tahun 1964 batas waktu ditetapkan 17 Agustus 1965
menjadi sampai 10 November 1965.
Keputusan tersebut dianggap perlu untuk memberikan kelonggaran waktu
kepada para pengusaha/pemilik modal yang mana belum sepenuhnya memenuhi
Penpres Nomor 5 Tahun 1964. Namun ternyata, tax amnesty tersebut diperpanjang
lagi sampai dengan 30 November 1965. Perpanjangan masa pembayaran tax amnesty
tersebut, bertujuan memberikan kesempatan lagi kepada para wajib pajak yang
memang melakukan kesalahan, utamanya dalam melakukan penghitungan harta
kekayaan, seperti contohnya melaporkan harta berdasarkan harga yang
tertera/tercantun dalam kuitansi, padahal seharusnya penghitungan berdasarkan harga
yang berlaku saat itu. Namun, Sejarah Tax amnesty Tahun 1964 ini tergolong gagal
karena adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal dengan
G30S/PKI.1
1Muh. Jupriyanto, “Sejarah Tax Amnesty di Indonesia”, Blog Lembaga Pajak,
http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html
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2. Sejarah Tax amnesty di Indonesia Tahun 1984
Sejarah Tax amnesty Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan tax
amnesty kedua. Sama halnya dengan tahun 1964, pada tahun 1984 Indonesia
mencatat Sejarah tax amnesty. Tetapi, bukan untuk mengembalikan dana Revolusi,
melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari official-assesment
(besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke self-
assesment (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri).
Pengampunan pajak Tahun 1984 memiliki bentuk yang sama dengan
pengampunan pajak Tahun 1964, yaitu investigation amnesty. Pengampunan pajak
Tahun 1984 memungkinkan Wajib Pajak bebas dari pengusutan fiskal dan laporan
tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar
penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak. Selain
itu, mekanisme untuk mendapatkan pengampunan wajib pajak untuk membayar
sejumlah uang tebusan.2
Pengampunan pajak Tahun 1984 telah dirancang cukup baik. Namun
pengampunan pajak tersebut tidak cukup berhasil sebagai instrument penarikan pajak.
Sosialisasi mengenai tata cara dan prosedur untuk mendapatkan pengampunan pajak
relatif terbatas. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan dan prosedur
pengampunan pajak membuat wajib pajak melakukan hal yang merugikan. Hal
tersebut ditunjukkan dari adanya wajib pajak, maupun calon wajib pajak yang datang
2Muh. Jupriyanto, “Sejarah Tax Amnesty di Indonesia”, Blog Lembaga Pajak,
http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html
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untuk mencatatkan diri lalu kemudian mundur dan tidak mengisi tiga berkas serta
tidak mengembalikan tiga berkas yang harus diisi untuk mendapatkan pengampunan
pajak.
Pengampunan pajak Tahun 1984 sarat dengan ketidakonsistenan dalam
pelaksanaan dan upaya penegakan hukum sebagai upaya lanjutan. Hal ini
menyebabkan pengampunan pajak tidak efektif untuk dilaksanakan sebagai kebijakan
dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan.
3. Sejarah Tax amnesty di Indonesia Tahun 2016
Sejarah Tax amnesty Tahun 2016 merupakan pelaksanaan kebijakan tax
amnesty ketiga. Latar belakang tax amnesty atau mengapa Indonesia perlu
memberikan tax amnesty kepada para pembayar pajak (wajib pajak) diantaranya
adalah sebagai berikut :
a. Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan tax amnesty adalah karena
terdapat Harta milik warga negara baik di dalam maupun di luar negeri yang
belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan;
b. Tax amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan
perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan
kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
c. Kasus Panama Pappers
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Dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden republik
Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang tax amnesty
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
B. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan
Pendaftaran
Tingkat kepatuhan untuk kategori registration (tingkat kepemilikan NPWP)
bisa dilakukan dengan membandingkan data statistik jumlah individu atau entitas
yang seharusnya sudah memiliki NPWP dengan data masterfile NPWP yang dimiliki
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, jumlah yang NPWP aktual
dibagi dengan jumlah NPWP yang seharusnya akan menunjukkan registration ratio
(istilah lain untuk kriteria ini adalah non-registration gap).
Berdasarkan data yang diperoleh di Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak
tahun 2016, Wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal
Pajak tahun 2015 mencapai 30,04 juta WP. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat
menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013, jumlah penduduk
Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya, baru sekitar 32,05 persen
dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang
mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Sesuai dengan hasil wawancara oleh
Bapak Supratman yang mengatakan:
“Dari sekian banyak penduduk Indonesia cuma sebagian kecil yang ber-
NPWP kan begitu. Nah dari sebagian yang ber-NPWP ini cuma sebagian kecil
yang patuh pajak kan begitu. Baik pelaporan maupun pembayaran.”
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Dari hasil interview diatas dapat dipahami secara jelas bahwa sebelum adanya
tax amnesty kepatuhan pendaftaran WP masih sangat rendah. Hal ini sangat
memprihatinkan mengingat porsi terbesar APBN (Anggaran Pendapat dan Belanja
Negara) berasal dari penerimaan pajak. Dimana fakta di lapangan menunjukkan
jumlah wajib pajak yang belum patuh dalam melaporkan penghasilan masih cukup
besar.
Data akhir tahun 2016 yang diperoleh dalam Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Pajak tahun 2016, wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi
Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 mencapai 32,77 juta WP atau sekitar 34,97
persen dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang
mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Artinya mengalami kenaikan sekitar
2.92 juta WP. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir tahun 2016 program tax
amnesty masih berjalan dan merupakan akhir dari periode kedua.
Hal ini menandakan bahwa penambahan wajib pajak (kepemilikan NPWP)
masih memiliki nilai yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang
bekerja. Peningkatan presentase penambahan wajib pajak yang tidak terlalu tinggi ini
seharusnya bisa dapat ditingkatkan lagi dengan adanya kebijakan tax amnesty seperti
yang diharapakan Direktorat Jenderal Pajak bahwa kebijakan ini memberikan angin
segar bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan tetapi belum mendaftarkan
diri sebagai wajib pajak.
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C. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Tax amnesty Terhadap Kepatuhan
Penyetoran Pajak atas SPT Tahunan
Berdasarkan data yang diperoleh dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal
Pajak tahun 2016, Wajib pajak yang terdaftar Wajib SPT tahun 2015 mencapai
18.159.840 WP dengan realisasi SPT mencapai 10.972.336 WP. Artinya tingkat atau
rasio kepatuhan WP mencapai 60,42 persen dari jumlah total WP wajib SPT dengan
target rasio kepatuhan yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu untuk tahun 2015
sebesar 70,00 persen. Salah satu narasumber yaitu Bapak Supratman mengatakan:
“Banyak klien saya yang selama ini tidak menyampaikan SPT tahunan yah itu
fokusnya orang tidak kesitu tidak ke pajak karena klien saya itu single fighter
jadi hampir dibilang waktunya tidak ada ke masalah pajak. Dia mau ambil
orang pajak gaji tiap bulan tapi penghasilan tidak tiap bulan”.
Selain itu, pernyataan diatas juga dipertegas oleh narasumber yang lain yaitu
Bapak Masrur juga mengatakan bahwa:
“Sebelum tax amnesty ini kita dapat melihat kepatuhan wajib pajak sangat
rendah baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran. Ada beberapa faktor
yang mendasari salah satunya yaitu pada dasarnya kecenderungan manusia itu
agak susah mengeluarkan uangnya ketika dia tidak memperoleh sesuatu yang
dia rasakan ketika mengeluarkan uang. Padahal jika dipikir pikir sadar atau
tidak sadar kita sebenarnya sudah menikmati uang pajak itu”.
Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa sebelum tax amnesty tingkat
kepatuhan penyampaian SPT masih rendah berdasarkan hasil wawancara diatas dan
berdasarkan capaian rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah
ditetapkan dengan berdasarkan target yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu
2015-2019. Dalam sebuah acara seminar Sri Mulyani menilai bahwa dalam beberapa
tahun terakhir penerimaan pajak masih rendah. Tidak hanya penerimaan pajak tetapi
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rasio pajak juga belum optimal. Hal ini disebabkan karena rendahnya kepatuhan
penyampaian pajak wajib pajak Indonesia.3 Untuk menunjukkan filing ratio (rasio
penyampaian SPT) dapat dilakukan dengan cara jumlah SPT PPh yang secara aktual
diterima DJP dibagi dengan jumlah SPT yang seharusnya diterima oleh DJP.
Data akhir tahun 2016 yang diperoleh dalam Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Pajak tahun 2016, jumlah wajib pajak yang terdaftar wajib SPT mencapai
20.165.718 WP dengan realisasi SPT mencapai 12.735.463 dan tingkat rasio
kepatuhan WP mencapai 63,15 persen. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) hingga 31 Maret 2017 tercatat mencapai 9,01 juta laporan sebagaimana
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan: “SPT 9,01 juta yang masuk.
Naik sebesar 1 juta SPT dibanding tahun lalu dan ada tambahan WP baru, 44 ribu
yang ikut tax amnesty. Kalau secara keseluruhan kepatuhan naik dari yang
sebelumnya, tahun 2016 sebesar 63 persen sekarang 72,5 persen kepatuhannya”.4
Hal ini menandakan bahwa penerapan tax amnesty memberikan dampak
positif terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak atas SPT Tahunan yang
akan berimplikasi terhadap penerimaan Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan kebijakan tax amnesty dapat menjadi solusi untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dalam hal penyetoran pajak atas SPT Tahunan.
3Nur Asyiah Jamil,  “Efektivitas Penerapan Tax amnesty di Indonesia”, Academica. vol.1,
no.1 (Januari-Juni 2017), h. 59.
4Wiji Nurhayat, Kepatuhan Meningkat, Wajib Pajak yang Lapor SPT Tahun Ini Naik 1 Juta,
Kumparan. 31 Maret 2017. https://kumparan.com/wiji-nurhayat/kepatuhan-meningkat-wajib-pajak-
yang-lapor-spt-tahun-ini-naik-1-juta.
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D. Hubungan Pajak dengan Syariat
Aturan-aturan dalam syari’ah sangat terkait dengan berbagai dimensi aspek
perilaku manusia. Aspek ekonomi hanyalah salah satu dari serangkaian perilaku
manusia. Begitu pula kewajiban pajak sebagai sesuatu ketetapan aturan perundang-
undangan Negara mempunyai tujuan dan hikmah yang membawa kepada kebaikan
dan kesejahteraan bagi umat manusia sebagai warga Negara yang baik.
Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mu’amalah),
oleh sebab itu ia merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat
dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Tanpa batasan
syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan
menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti,
yaitu hak milik penuh sang raja). Salah satu narasumber juga memberikan
pandangannya yaitu Bapak Dedy:
“Yang saya pahami itu tidak ada kewajiban lain seorang muslim kecuali zakat,
tapi kalau kondisi Negara butuh dana untuk keperluan tambahan dalam artian
darurat nah disitu bisa ditambah dengan kewajiban lain seperi pajak. Nah
dalam pungutan pajak itu juga dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang
dibenarkan syariat Islam”.
Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa hanya syariat yang boleh
menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. Barang
siapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah
swt.), maka dia adalah zalim (QS Al-Maidah [5]: 45). Oleh karena pajak adalah
bagian dari perkara muamalah, maka pajak mesti memiliki dalil yang kuat dari al-
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Qur’an dan Hadis, agar memberi manfaat (buah) bagi kemaslahatan umat.5 Salah satu
dalil yang dijadikan dasar adanya Pajak adalah Hadits Rasulullah saw.,
 َة َ ﺰ ْ ﻤ َ ﺣ ﻲَِﺑأ ْ ﻦ َﻋ ٍﻚﯾِﺮ َﺷ ْ ﻦ َﻋ ٍﺮ ِﻣﺎ َﻋ ُ ﻦْﺑ ُد َ ﻮ ْ َﺳ ْ ﻷا َﺎَﻨﺛ ﱠﺪ َ ﺣ ِﮫْﯾ َ و ﱡﺪ َﻣ ِ ﻦْﺑ َﺪ َﻤ ْ َﺣأ ُ ﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤ َﺤ ُﻣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪ َ ﺣ
 ْ َﺖﻟَﺎﻗ ٍﺲَْﯿﻗ ِﺖْﻨِﺑ َﺔ َﻤ ِطَﺎﻓ ْ ﻦ َﻋ ﱢ ِﻲﺒ ْ ﻌﱠﺸﻟا ْ ﻦ َﻋ ِﮫَْﯿﻠ َﻋ ُ ﱠ ﷲ ﻰﱠﻠ َﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا َ ِﻞﺌ ُﺳ ْ َوأ ُ ﺖَْﻟﺄ َﺳ
 ﻲِﻓ ِﻲﺘﱠﻟا َﺔَﯾ ْ ﻵا ِه ِ َﺬھ َ َﻼﺗ ﱠ ُﻢﺛ ِةﺎ َﻛ ﱠﺰﻟا ى َ ﻮ ِﺳ ًّﺎﻘ َ َﺤﻟ ِ لﺎ َﻤْﻟا ِﻲﻓ ﱠ ِنإ َ لَﺎَﻘﻓ ِةﺎ َﻛ ﱠﺰﻟا ْ ﻦ َﻋ َﻢﱠﻠ َﺳ َ و
 َﺔَﯾ ْ ﻵا { ْ ﻢ َُﻜھﻮ ُﺟ ُو اﻮﱡﻟ َ ُﻮﺗ ْ َنأ ﱠ ﺮِﺒْﻟا َ ﺲَْﯿﻟ } ِة َ َﺮَﻘﺒْﻟا
Terjemahnya:
“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain
zakat. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala yg terdapat dalam surat
Al Baqarah: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur & barat itu
suatu kebajikan…(ayat)”. [HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais ra., Kitab
Zakat, bab 27, hadits no.659-660 dan Ibnu Majah , kitab Zakat, bab III, hadits
no. 1789].
Sungguhpun Pajak (Dharibah) diperbolehkan oleh ulama, namun ia harus
tetap dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan Syari’at Islam. Aturan Pajak harus
berpedoman kepada Al-Qur’an, Hadits, Ijma dan Qiyas. Jika memungut Pajak secara
dzalim (tidak sesuai syari’at) maka Rasulullah melarang, sebagaimana hadits yang
berbunyi artinya,”Laa yadkhulul jannah shahibul maks”, yang artinya “Tidak masuk
surga petugas Pajak yang dzalim”, (HR. Abu Daud, Bab Kharaj, hal. 64, hadits no.
2937 dan Darimi, bab 28, hadits no. 1668). Petugas pajak yang dzalim adalah yang
memungut pajak di pasar-pasar (di Kota Madinah waktu) yang tidak ada perintah dan
5Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 20-21
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contoh dari Nabi Muhammad saw. Layaknya seperti preman yang meminta uang
palak kepada pedagang-pedagang pasar. Petugas pajak yang yang memungut uang
tidak didasari Undang-Undang seperti inilah yang dimaksud dengan “Shahibul maks”
atau petugas pajak yang dzalim. Sedangkan Pajak (Dharibah) yang dibuat oleh
pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (ahlil halli wal aqdi)
dengan berpedoman kepada Syari’at Islam dibolehkan dengan dasar ijtihad.6
Sejumlah fuqaha dan ekonom Islam menyatakan bahwa pemungutan pajak itu
dibolehkan karena alasan kemaslahatan umat. Pajak saat ini memang sudah menjadi
kewajiban warga negara dalam sebuah Negara, dengan alasan dana pemerintah tidak
mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran. Sesuai dengan hasil wawancara
dengan Bapak Supratman mengatakan:
“Adanya ini pajak pemerintah mengharapkan dana besar ada di Indonesia
sehingga infrastruktur dapat terbangun. Nah disitulah modal-modal itu
digulirkan agar mengeluarkan sumber daya sendiri demi kesejahteraan
masyarakat juga kan”
Berdasarkan hasil wawancara diatas menujukkan peran penting pajak bagi
Negara dalam membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak
dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Mencegah suatu kemudharatan adalah
kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan; “Segala sesuatu yang tidak
bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka
sesuatu itu pun wajib hukumnya.” Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut
dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum
6Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan, “Pajak Menurut Syari’ah”, Situs Resmi
DJP. http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-menurut-syariah (29 Oktober 2015).
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muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan
dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para
pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti
kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.7
E. Tax amnesty dengan pendekatan Maqashid Syariah
Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas
dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber
pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk
dapat terealisirnya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita
bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah/5: 2
…                             
     
Terjemahnya:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya”.8
Jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga Negara dan segala
fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga Negara
mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu
pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut. Berbicara negara pada
7Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 160
8Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta
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hakikatnya membicarakan tentang pemerintah karena pemerintah yang mempunyai
kekuasaan. Kewajiban warga Negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan
dalam al-Qur’an surat An-Nisa’/4: 59
                              
                          
  
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.9
Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, yang dimaksud dengan ulil
amri adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan
sebagaimana yang digambarkan al-Qur’an. Baru-baru ini pemerintah Indonesia
mengeluarkan kebijakan pajak yang disebut tax amnesty. Tax amnesty sendiri
dilatarbelakangi beberapa hal, seperti adanya mini defisit keuangan Negara yang
mengakibatkan penyaluran dana untuk kepentingan umum seperti biaya kesehatan
ataupun pendidikan menjadi terhambat. Maka dari itu tujuan dilaksanakan tax
amnesty sebagai upaya untuk menarik penerimaan negara melalui pajak kekayaan
yang ada diluar negeri dengan pedoman UU Pengampunan Nasional. Dengan adanya
9Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta
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pengampunan pajak akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan APBN di
Indonesia. Sejalan dengan itu, Bapak Supratman sebagai salah satu narasumber yang
peneliti wawancarai berpendapat tentang tujuan tax amnesty yaitu:
“Jadi, tax amnesty itu dilihat dari sisi pemerintah sebagai ajang atau waktu
dimana pemerintah itu mau membenahi dari struktur data wajib pajak karena
saya juga merasakan itu sebagai independen. lalu yang kedua itu untuk
meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak”.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu narasumber peneliti yaitu Bapak
Masrur mengatakan:
“Tax amnesty ini berpengaruh bagi wajib pajak, ada beberapa sisi: Pertama,
wajib pajak dari segi kepatuhan itu peningkatan karena adanya tax amnesty
wajib pajak menyampaikan SPT tahunan. Kedua, wajib pajak sukarela
membayar uang tebusan, jadi tax amnesty bukan uang pajak yang dibayar
tetapi uang tebusan. Jadi, dapat meningkatkan kepatuhan dan berpengaruh
secara signifikan”.
Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Tax amnesty merupakan
upaya yang paling efektif untuk bisa menarik dana warga Indonesia dari luar negeri
dan dapat lebih menertibkan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu untuk
menopang kebutuhan negara. Aturan Islam dalam konsep pembangunan
perekonomian negara menempatkan pajak sebagai penopang kebutuhan negara hanya
merupakan alternatif terakhir ketika sumber pemasukan Negara dari sektor lain belum
mencukupi.10
Dari sisi jenis pajak yang mendominasi penerimaan pajak, yaitu pajak
penghasilan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis pajak lainnya.
10Fiqh Menjawab, “Hukum Tax amnesty Menurut Syari’at Islam”, Blog Fiqh Menjawab.
http://www.fiqhmenjawab.net/2016/10/hukum-tax-amnesty-menurut-syariat-islam/ (24 Oktober 2016).
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Besarnya peranan pajak penghasilan terhadap pendapatan Negara, hal ini
mengindikasi bahwa pajak penghasilan telah menjadi “kendaraan utama” bagi
pemerintah dalam merealisasikan semua program pembangunan yang sudah
diagendakan dapat berjalan dengan baik. Namun, pada program tax amnesty ada tiga
jenis pajak yang menjadi objek program tax amnesty yaitu PPh, PPN, dan PPnBM.
Artinya, kebijakan tax amnesty pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan
menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh
pemerintah atau kemaslahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu kebutuhan
hajiyat11 bagi peningkatan pendapatan perpajakan nasional.
Alasan kebijakan tax amnesty digolongkan dalam kebutuhan hajiyat hal ini
didasarkan bahwa pendapatan Negara tidak hanya bersumber dari 3 jenis pajak saja
(PPh, PPN, dan PPnBM). Sehingga, bila PPh, PPN, dan PPnBM dalam
pelaksanaannya mengalami gangguan yaitu belum optimalnya wajib pajak PPh, PPN,
PPnBM memenuhi kewajibannya, akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan
dari sektor pajak secara keseluruhan.
Program tax amnesty Indonesia adalah yang tersukses di dunia dibandingkan
Italia, Chili, dan Afrika Selatan. Indonesia berhasil mengumpulkan pelaporan harta
sebanyak Rp 4.881 triliun, sedangkan Italia Rp 1.179 triliun, Chili Rp 263 triliun, dan
11Abu Ishaq Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah, (Belrut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 2005), h. 7.
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Afrika Selatan lebih menyedihkan, hanya Rp 115 triliun.12 Keberhasilan tax amnesty
tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja akan tetapi dengan berhasilnya program
tax amnesty dapat menciptakan stabilitas pendapatan Negara. Dimana hasil
pendapatan tax amnesty nantinya digunakan untuk membiayai berbagai macam
program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti, pembangunan
infrastruktur, sarana pendidikan, layanan kesehatan, dan program-program
kemanusiaan yang lain seperti bantuan korban bencana alam.
Penulis dapat menyimpulkan bahwasanya program tax amnesty memiliki
banyak mashlahat (manfaat) bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi
masyarakat. Dengan banyaknya mashlahat yang terdapat pada program tax amnesty
maka telah terpenuhi apa yang menjadi kehendak maqashid syariah (tujuan Allah
dalam penetapan hukum).







Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah
dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Dampak pelaksanaan kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak
yaitu: Pertama, kebijakan tax amnesty tidak memberikan dampak terhadap
kepatuhan pendaftaran berdasarkan rendahnya pemanfaatan kebijakan tax
amnesty dan persentase penambahan wajib pajak meningkat dengan jumlah
yang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja. Kedua,
kebijakan tax amnesty memberikan dampak positif terhadap kepatuhan
penyetoran pajak atas SPT Tahunan berdasarkan meningkatnya jumlah wajib
pajak yang melakukan penyetoran SPT Tahunan.
2. Program tax amnesty telah memenuhi apa yang dikehendaki maqashid al-
syari’ah berdasarkan kepada banyaknya kemashlahatan yang diperoleh dari
kebijakan tax amnesty bukan hanya untuk pemerintah melainkan juga bagi
masyarakat. Tax amnesty pada situasi sekarang ini, untuk tetap menjaga dan
menyeimbangkan semua program pembangunan yang telah diagendakan oleh
pemerintah atau kemashlahatan umum dapat digolongkan sebagai suatu




Melihat besarnya manfaat yang diperoleh dari kebijakan tax amnesty, baik
untuk wajib pajak dan pemerintah, sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan
sosialisasi kebijakan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan upaya membangun
kesadaran wajib pajak dan pengetahuan yang berkaitan dengan tax amnesty dengan
cara bekerjasama dengan pihak ketiga (bank, konsultan pajak, asosiasi pengusaha,
dan lain-lain) untuk bersama-sama mengajak wajib pajak untuk ikut serta dalam
program tax amnesty. Pemerintah juga sebaiknya melakukan pengawasan terhadap
keberjalanan program tax amnesty di lapangan dan tanggap melakukan perbaikan.
2. Bagi Wajib Pajak
Wajib pajak disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban mereka untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya yang terutang secara benar dan
diharapkan untuk lebih aktif dalam memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh
DJP.
3. Bagi Peneliti Berikutnya
Disarankan untuk menambah daftar telaah pustaka dengan buku-buku atau
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Nama : Norsulfiani Supriadi 
,NIM : 10200113038 I
Program Studi : Ekonomi lslam \
Judul Skripsi '. Tax Amnesty dalam Pandangan Ekonomi lslam \
Dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara memberikan izin kepada
lVahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian/riset, pada KPP Pratama Makassar Barat, sepanjang
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Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat
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dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@paiak.qo.id.
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PEMBIMBTNG/PEMBANIU PEMBTMBING DAIAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSIMAHASISWA
JURUSAN EKONOMIISTAM TAKULTAS EK9NOMIDAN BISNIS ISIA,M UIN ALAUDPIN MA!(ASSAR
DEKAN FAKULIAS EKONOMI DAN BISNIS ISTAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
: Surot Permohonon Mohosiswo Fokultos Ekonomi don Bisnis lslom UIN Alouddin
Mokossor, Nomo Norsulffonl Suprlodl , Nim: l0200ll30lr8 tertonggol 30
Desember 2016 untuk mendopotkon Pembimbing Skipsi dengon Judul:"Tox
















Bohwo untuk membonlu peneliiion don penyususnon skipsimohosiswo tersebut,
dipondong perlu untuk menetopkon pembimbing/pembontu pembimbing
penyusunon skripsi mohosiswo tersebut diotos
Bohwo mereko yong diletopkon dolom surol kepuluson inidipondong cokop don
memenuhi syorol untuk diserohi tugos sebogoi pernbinQping/pembonlu
pembimbing penyusunon skripsi mohosiswo tersebul diotos.
Undong-undong No. 20 Tohun 2003 tentong Sistem Pendidikon Nosionll;
Undong-undong No. l2 Tohun 2012 tenlong Pendidikon Tinggi; )Peroluron Pemerinloh Nomor 12 Tohun 2010 yong disempurngkon dengon
Peroturon Pemerintoh No.66 Tohun 2010; \ 
--/Kepuluson Presiden Nomor 57 Tohun 2005 tentong Perubohon lnslitut Agomo
lslom Negeri Alouddin menjodi Univenitos lslom Negeri Alouddin Mokossoc
Kepuiuson Menteri Agomo Rl N.omor 2 Tohun 20O6 leniong Mekonisme
Pelokonoon Pemboyoron olos Bohon Anggoron Pendopoton don Belonjo
Negoro di Lingkungon Kemenirion Agomo;
Feroluron Menteri Agomo Rl. No. 25 Tohun 2013 don Peroluron Menteri Agomo
R.l. No 85 Tohun 2013 Jo lentong Orgonisosi don Toto Kerjo UIN Alquddin
Mokossor
Kepuiuson Menteri Agomo Rl. Nomor 93 Tshun 2007 ientong Stotuto UIN Alouddin
MokossqI
MEMUIUSKAN
Mengongkot/ Menunjuk soudqro :
l, ProL Dr. H. Mustlmln Koro, M.Ag., SebogoiPembimbing Pertomo.
2. Dr. Muh. ttohyuddln Abdulloh. SE.. M.Si., Ak, SebogoiPembimbing Keduo.
Tugos Pembimbing/ Pembontu Pembimbing dolom penelition don penyusunon skripsi
mohosiswo odoloh memerikso droft skripsi don noskoh skripsi, memberi bimbingon,
pefunjuk-petunjuk, perlcoikon mengenoi moteri, melode, bohoso don kemompuon
menguosoi mosoloh,
Segolo bioyo yong limbul okibot dikeluorkonnyo surot keputuson ini dibebonkon
kepodo Anggoron Belonjo Fokultos Ekonomidon Bisnis lslom UIN Alouddin Mokossor
Surot Keputuson ini muloi berloku sejok tonggol ditetopkon don opobilo dikemudion
hori terdopoi kekeliruon didolomnyo okon diperboiki sebogoimono mestinyo
surot Keputuson ini disompoikon kepodo mosing-mosing yong bersongkuton untuk





KEPUTUSAN DEKAN FAKUTTAS EKONO'I,II DAN BISNIS ISTAAA UIN ALAUDDIN A,IAKASSAR
NOMOR : I906 TAHUN 20't 7
TENTANG
PANITIA DAN TIM PENGUJI SEA,IINAR HASIL PENETITIAN DAN PENYUSUNAN sKnIPsI IAAHAsIswA
An.Norsuiltqnt suprtodt, NtIUt : I02001I303g
JURUSAN EKONOAAI ISI.AIIA FAKUITAS EKONOTil DAN BISNIS ISTAiA UIN AIAUDDIN I,TAKASSAR








1. Ponitio bertugos meloksonokon seminor hosil, memberi bimbingon, pelunjuk-
pelunjuk, perboikon mengenoi moleri, metode, bohoso don don kemompuon
menguosoi mosoloh penyusunon skripsi2. Bioyo peloksonoon seminor hosil penelition dibebonkon kepodo onggoron
Fokultos Ekonomidon Bisnis lslom UIN Alquddin Mokqssor3. Apobilo dikemudion hori lernyoto terdopoi kekeliruon dolom surot keputuson ini
okon diuboh don diperboiki sebogoimono mestinyo
: l. Ponitio bertugos meloksonokon seminor hosil, memberi bimbingon, petunjuk-
petunjuk, perboikon mengenoi moteri, metode, bohoso
Surot Keputuson ini disompoikon kepodo yong bersongkuton untuk diketohui don diloksonokon dengon penuh
tonggungjowob.
Suroi Permohonon Mohosiswo Fokultos Ekonomi don Bisnis lslom UIN Alouddin
Mokossqr, Nomo: Norsulftqni Suprlodl, NIM: l0200ll3o3g, tcrlonggol 13 Novcmber
2017 unluk melqksonokon seminor hosil .
: Bohwo untuk peloksqnoon don keloncoron seminor drqft/hosil, perlu dibentuk poniliodon tim penguji seminor hosil don penyusunon skripsi
: l. Undong-undong No. 20 Tohun 2003 tentong sistem pendidikon Nosionql;2. Undong-undong No. t2 Tohun 2012 tentong pendictikon Tinggi;3. Peroluron Pemerinloh Nomor 12 Tohun 20i0 yong oisempurnokon dengon
Peroluron Pemerintoh No. 56 Tohun 2010;4. Keputuson Presiden Nomor 57 lohun 2005 tentong Perubohon lnstitut Agomo
lslom Negeri Alouddin menjodi Universitos lslom Negeri Alouddin Mokosso[5. Keputuson Menleri Agomo Rl Nomor 2 Tohun 2006 lenlong Mekonisme
Peloksonoon Pemboyoron olos Bohon Anggoron pendopoton don Belonjo
Negoro di Lingkungon Kementrion Agomo;6. Perqiuron Menteri Agomo Rl. No.25 Tohun 20.l3 don Peroturon Menteri Agomo




Membentuk Ponitio don Tim Pengujiseminor hosil. Juruson EKONOMI IS1AM Fokullos








Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Dr. Syohoruddln, M.Sl.
Prof. Dr. H. Musllmln Koro, M.Ag.
Dr llr-rh, Wchyr_ddln A.trdr_r!!ah, SE,. lt.St, Ak
Muslofo Umor, S.Ag., M.Ag
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Norsulfiani Supriadi, biasa dipanggil Ani, anak sulung dari
empat bersaudara. Putri dari pasangan  Almarhum ayahanda
Supriadi dengan Ibunda Sitti Normah. Penulis lahir di Desa
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Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2001 di SD Negeri Beroangin
Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar tahun 2007 dan
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